
BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMoR : ooo.2.3.2/ l{ IBKAD-tv /2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (21

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, selaku Pe ngguna Barang adalah Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun
Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun '2OO3 tentang
Keuan[an Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbeniaharaan Negara (kmbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembeitukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O8 Nomor g6,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tel;h diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang...
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor
67s7);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4i, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2023 Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (tembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:ur. 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara lDaera}l (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 202O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara lDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5a7\;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
4 Tahun 2O16 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahlun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 178i Tahun
2O2O);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2027
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Labuhanbatu...
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Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
115);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 105);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Betanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun
Anggaran 2024 (l,embaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
t28);

15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomot 4691;

MEMUTUSI{AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN
2024.

Menetapkan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun
Anggaran 2024 sebagatmana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU berwenang dan bertanggung jawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. melakulian pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD yang diPimPinnYa;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan
yang iidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau- bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaiaan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya

dan...
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dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemuinahan dan penghapusan barang
milik daerah;

i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

i. dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran
" dan lapoian barang peirgguna tahunan yang berada dalam

penguasaannya kepada Pengelola Barang;

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan
melepaskan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pembantu
Pengelola.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 '

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Di di Aek Kanopan
anuari 2024

TOS RUS

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan
2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan
3. Kepala Satuan *erja Perangkat Daerah se-Kabupaten Labuhanbatu Litara

4. Pertinggal

ANB


